DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
RDP KOMISI X DPRRI

(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)

Tahun Sidang
Masa Sidang ke-
Sifat Rapat
Jenis Rapat
Dengan

Hari/Tanggal
Pukul

Tempat
Pimpinan Rapat

Sekretaris Rapat
Agenda acara

Hadir Komisi X DPR RI
Hadir Narasumber

2024 — 2025.
| (Satu)
Terbuka
Rapat Dengar Pendapat (RDP)
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi Kemendikbudristek RI.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kemendikbudristek RI.
3. Plt. Direktorat Jenderal
Kemendikbudristek RI.
4. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
(LPDP).
5. Kepala Pusat Layanan Pendidikan (Puslapdik)
Kemendikbudristek RI.
Rabu, 21 Agustus 2024.
10.00 - Selesai.
Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Dr. Dede Yusuf, M.E., S.T. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X
DPR RI/Ketua Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X
DPR RI.
Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
1. Membahas Regulasi dan Implementasi Pembiayaan
Pendidikan (Beasiswa dll).

2. Masukan Terhadap Pembiayaan Pendidikan pada
Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi.

33 orang dari 54 orang Anggota Komisi X DPR RI.

1. Prof. Dr.rer.nat. Abdul Haris, M.Sc./Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kemendikbudristek RI.

2. Tatang Muttaqin, S.Sos., M.Ed., Ph.D./PIt. Direktur
Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek RI.

3. Dr. Praptono/Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kemendikbudristek RI.

4. Saryadi, S.T., M.B.A./Sekretaris Ditjen Pendidikan
Vokasi Kemendikbudristek RI.

Pendidikan  Vokasi
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5. Prof. Tjitik Sri Tjahjandarie, Ph.D./Plt. Sekretaris
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi Kemendikbudristek RI. ~

6. Dr. Muhammad Yusro, S.T., M.T./Direktur Sekolah
Menengah Kejuruan Kemendikbudristek RI.

7. Muhammad Fajar Subkhan, S.T., M.T./Plt. Direktur
Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi
Vokasi Kemendikbudristek RI.

8. Vivi Andriani, S.T., M.Sc./Kepala Biro Perencanaan
Kemendikbudristek RI.

9. Adhika Ganendra, S.Si., M.M./Kepala Pusat Layanan
Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek RI.

10. Anton Rahmadi, Ph.D./Kepala Balai Pembiayaan
Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek RI.

11. Andin Hadiyanto/Direktur Utama Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan (LPDP).

12. Dwi Larso/Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola

- Dana Pendidikan (LPDP).

13. Emmanuel Agust Hartono/Direktur Keuangan dan
Umum LPDP/PIt. Direktur Fasilitasi Riset Lembaga
Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

PENDAHULUAN ‘

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.20 WIB oleh Dr.
Dede Yusuf M.E., ST. M.l.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR Rl//Ketua Panja
Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR R, setelah kuorum tercapai sebagaimana
ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR Rl tentang
Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber,
yaitu Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Plt. Direktorat
Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek RI, Sekretaris Direktorat Jenderal
PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek RI,
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek RI, dan
Kepala Pusat Layanan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek RI, dan
menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Pembiayaan Pendidikan
Komisi X DPR RI.

CATATAN/KESIMPULAN

1. Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR Rl menyampaikan terimakasih
dan apresiasi kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), DirJen
Pendidikan Vokasi, Sesdirjen Paud Dikdasmen, Dirjen Diktiristek dan Kepala
Puslapdik Kemendikbudristek RI, yang telah menyampaikan paparan dan
masukan mengenai biaya pendidikan (bahan terlampir).

2. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para
narasumber, Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan
pandangan antara lain sebagai berikut:
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a. untuk menuntaskan wajib belajar, pemerintah perlu mengkaji kerja
samal/afiliasi antar satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan
masyarakat, agar siswa usia belajar dapat tertampung di satuan pendidikan
yang ada, baik negeri maupun swasta.

b. mendorong Kemendikbudristek Rl untuk bekerjasama secara intens dengan
LPDP sebagai lembaga pengelola anggaran pendidikan, untuk mendukung
penggunaan anggaran pendidikan bagi penyelenggaraan pendidikan dasar,
menengah, dan tinggi sesuai amanat UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas.

c. mendorong Kemendikbudristek RI untuk membuat simulasi proporsi
anggaran pendidikan dalam postur anggaran pendidikan di APBN dengan
APBD, yang diindikasikan rata-rata 70% merupakan distribusi dari APBN.

3. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi
bagian tidak terpisahkan dari RDP hari ini, dan substansinya akan menjadi
rujukan dalam penyusunan kesimpulan dan rekomendasi Panitia Kerja
Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.

lll. PENUTUP
‘Rapat ditutup pada pukul 13.30 WIB.

KETUA RAPAT
TTD

Dr. Dede Yusuf M.E., 5.T., M.l.Pol.



